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ABSTRAK

Penumpukan secara berlebihan dokter gigi spesialis di kota-kota
besar berbanding terbalik dengan kebutuhan di daerah. Upaya
penanggulangan persoalan ini telah memunculkan gagasan pemberian
kewenangan tambahan kepada dokter gigi. Untuk itu periu diadakan
penelitian tentang “Pemberian Kewenangan Tambahan Kepada Dokter
Gigi Dalam Rangka Pemerataan Pelayanan Kesehatan: Kajian Terhadap
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang
Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran™.

Kajian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan
analisis deskriptif kualitatif. Kualifikasi penelitian adalah yuridis normatif
dengan menggunakan data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan ketidak hadiran dokter gigi spesialis
sebagai pihak yang berkompeten dalam penanganan tindakan kedokteran
gigi tertentu, telah menjadikan konsep pemberian kewenangan tambahan
kepada dokter gigi menjadi urgen dan relevan. Urgensi dan relevansi
pemberian kewenangan tambahan kepada dokter gigi berkaitan erat
dengan kebijakan pemerintah tentang pemerataan pelayanan kesehatan.
Pada intinya ketentuan hukum yang mengatur tentang kewenangan
tambahan kepada dokter gigi umum dalam melakukan tindakan dokter gigi
spesialis didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik
Kedokteran. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih diperlukan
dukungan berupa ketentuan teknis, untuk memberikan jaminan hukum
bagi dokter gigi yang bersangkutan.

Kata Kunci: Kewenangan Tambahan, Dokter Gigi, Pemerataan Pelayanan
Kesehatan
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ABSTRACT

The excessive number of dentist in big cities is inversely
proportional to the needs of the area. The problem solving has led to the
idea of granting additional powers to the dentist. It is needed to conduct a
research about "Provision of Additional Authority To Dentist in the Context
of Equitable Healthcare: A Study Against the Regulation of the Minister of
Health Number 2052/Menkes/Per/X/2011 Number of Licensed Practical
and Implementation of Medical Practice".

The study is conducted using qualitative descriptive analysis
approach. The qualification of the research is normative by using
secondary data, such as primary legal materials, secondary legal materials
and tertiary legal materials.

The results show the absence of dental specialists as a competent
in handling certain actions dentistry, has made the concept of granting
additional powers to the dentist for being urgent and relevant. The urgency
and relevance of granting additional powers to the dentist is closely related
to equitable health care policy. In essence, the legal provisions governing
the additional authority to a general dentist in doing dental specialist based
on the Regulation of the Minister of Health 2052/Menkes/Per/X/2011
Number of Licensed Practical and Implementation of Medical Practice.
However, its implementation is still needed the support of the technical
provisions, to provide a legal guarantee for a dentist in question.

Keywords: Additional Authority, Dentists, Heaith Care Equity
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